






















The problem of the research deals largely with the low quality of public service at subdistrict government in Cianjur Regency. The problem might have to do with the ineffectiveness of implementation  of policy in giving part of the Regent’s  authority to subdistrict head, especially regarding authority of governmental  public affairs, permission affairs and financial affairs as well as local assets. The formulation of the problem could be that how much the influence of implementation of policy  in giving part of the Regent’s authority to subdistrict head upon public service quality might be.  
The research employed quantitative approach through explanatory survey method. The population could be  495 people from subdistrict government in Cianjur Regency. By putting forward the technique  of simple random sampling, the author got 219 respondents. Then, technique of data collection was done by using observation, interview and questionnaire. Path analysis was applied for technique of data analysis.
The results of the research demonstrate that implementation of policy in giving part of the Regent’s authority to subdistrict head significantly influences public service quality at subdistrict  government in Cianjur Regency. The results of the study also indicate  that the amount of  influence of  policy  implementation in giving part of authority  upon public service quality might not empirically be determined not only by communication, resources, disposition and bureaucratic structure but also by the factor of authority.           






	       Sejak bergulirnya  proses reformasi dipenghujung tahun 1997, masalah otonomi  daerah kembali mendapat sorotan dan perhatian yang sangat serius dari berbagai kalangan, baik para pakar, politisi, negarawan maupun masyarakat  secara luas. Tingginya perhatian tersebut semakin menegaskan betapa pentingnya pelaksanaan otonomi daerah dilakukan secara sistematis dan realitis sesuai dengan situasi  dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.  Perhatian terhadap otonomi daerah ini semakin menguat, manakala  terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri yang oleh Wasistiono (2006 : 78) dipandang sebagai pergeseran paradigma  desentralisasi.
	        Berbagai perubahan  tersebut, secara substansial membawa konsekuensi yang sangat mendasar pula, termasuk perlunya penataan kewenangan daerah. Urgensi penataan kewenangan daerah ini dapat dipahami, mengingat landasan filosofis dan paradigma sistem pemerintahan daerah pun mengalami perubahan yang signifikan, termasuk masalah kedudukan dan fungsi kelembagaan daerah. Perubahan kedudukan dan fungsi kelembagaan daerah mulai dari unsur staff, lembaga teknis hingga unsur lini kewilayahan seperti kecamatan dan kelurahan  dengan sendirinya  akan mengubah aspek kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Organisasi  Perangkat Daerah (SOPD) tersebut.
	          Pada sisi lain, dinamika pelayanan publik di tingkat kecamatan sesungguhnya tidak terlepas dari hegemoni pemerintah  kecamatan  dalam menentukan tinggi rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Kondisi inilah yang kemudian menempatkan pemerintah kecamatan sebagai leading sector dalam memberikan pelayanan  pada masyarakat di tingkat kecamatan.  Secara hakiki,  posisi tersebut sesungguhnya sangat relevan dengan misi yang diusung oleh  pemerintah secara kelembagaan, yakni public service. Namun secara implementatif, misi yang diusung oleh pemerintah termasuk  pemerintah kecamatan  tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Secara empiris,  wajah birokrasi kecamatan  yang semestinya menjadi miniatur  dalam konteks pelayanan publik, dalam beberapa hal justru masih jauh dari harapan publik. Di dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik misalnya, masyarakat masih menempati posisi yang kurang menguntungkan. Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatus pemerintah kecamatan semakin menegaskan betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi substansi, sistem maupun perangkat pendukung lainnya. Dengan demikian, ”potret buram” yang masih menyelimuti pelayanan publik di tingkat kecamatan selama ini dapat segera diatasi, atau setidaknya dapat dikurangi.          
	           Hasil survey pendahuluan di Kabupaten Cianjur, penulis mendeteksi  bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Cianjur kepada masyarakat pada umumnya relatif masih rendah. Hal ini tercermin dari belum efektifnya pelayanan terkait dengan pelaksanaan kewenangan  yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 9 tahun 2004. Rendahnya kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari pelayanan menyangkut kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan  dan urusan keuangan serta aset daerah.     
                  Pada urusan umum pemerintahan penulis mendeteksi  fenomena belum efektifnya pelayanan dalam penyelenggaraan  kewenangan urusan umum pemerintahan, seperti pada bidang pertanian, bidang kelautan, bidang ketenagakerjaan, dan bidang kependudukan. Sedangkan  pada kewenangan urusan perijinan, pemerintah kecamatan disenyalir belum mampu memberikan pelayanan masalah perijinan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan surat keputusan tersebut, pemerintah kecamatan sebenarnya telah mendapatkan  kewenangan untuk menangani 4 (empat) sektor perijinan, yaitu (1) ijin mendirikan bangunan, (2) ijin gangguan, (3) ijin bongkar muat barang, dan (4) ijin  pemakaian tanah daerah milik jalan. Namun, secara operasional ke-empat sektor perijinan tersebut belum dapat dilaksanakan sama sekali. Kemudian terkait dengan  urusan keuangan dan aset daerah, pemerintah kecamatan juga belum mempu memberikan pelayanan secara efektif, seperti dalam hal pemungutan pajak (pajak reklame khusus papan nama, pajak galian C, dan pajak Hotel dan Restoran di bawah seratus ribu rupiah), dimana secara operasional  belum dapat dilaksanakan sama sekali.
	          Mencuatnya berbagai fenomena yang terkait dengan rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah  kecamatan  di atas, penulis duga ada relevansinya dengan belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat di lingkungan Kabupaten Cianjur.  
               Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah ”Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik  di Kabupaten Cianjur  Propinsi  Jawa Barat ?”. Sedangkan Maksud diadakannya  penelitian ini adalah  untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik  di Kabupaten Cianjur  Propinsi Jawa Barat. Sementara tujuan penelitian, antara lain pertama, ingin memperoleh kejelasan tentang pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik  di Kabupaten Cianjur  dan kedua, ingin memperoleh  konsep baru bagi pengembangan ilmu administrasi negara, teristimewa dalam perspektif ilmu kebijakan publik dan pelayanan publik.

2. Kerangka Pemikiran
Secara konseptual Edwards III (1980 :1)   mengemukakan bahwa: “ Policy implementation,…is the stage of policy making between the establishment of a policy…and the consequences of the policy for people whom is affects ”. Rumusan tersebut mengandung arti bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari  suatu program yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari kebijakan











Gambar 1 :  Model Direct and Indirect Impact on Implementation

Berdasarkan model yang dikembangkan oleh  Edwards III (1980)  itulah kajian terhadap implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat  akan dianalisis,  sehingga secara empiris dapat diperoleh gambaran seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat   terhadap kualitas pelayanan publik pada  pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur. 
Pengambilan model implementasi kebijakan  yang dikembangkan oleh  Edwards III (1980)   didasarkan pada pertimbangan bahwa esensi teori yang dikembangkan oleh pakar tersebut dipandang cukup relevan dengan konteks masalah yang akan dikaji. Dipandang relevan karena esensi teori kebijakan  yang dikembangkan oleh  Edwards III  tersebut, menyangkut empat faktor, yakni: Komunikasi, (2) Sumber daya, (3)  Disposisi  dan (4) Struktur Birokrasi, dimana keempat faktor tersebut secara empirik sangat dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat. Berangkat dari berbagai pandang di atas, maka penulis berasumsi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh  Bupati kepada Camat, selain ditentukan oleh proses, tujuan dan sasaran kebijakan juga ditentukan oleh hasil akhir atau out put dari kebijakan tersebut. Secara esensial, out put dari implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat, akan tercermin dari seberapa jauh pemerintah kecamatan mampu menterjemahkan kebijakan tersebut secara nyata sesuai dengan sasaran kebijakan.  Mengingat pemerintah kecamatan merupakan salah satu leading sector dalam pemberian layanan publik, maka kemampuan menterjemahkan kebijakan yang dimaksud akan tergambar dari seberapa tinggi tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan dalam mewujudkan sasaran kebijakan. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Mustopadidjaja (2003 : 33 ) yang mengatakan bahwa:
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat tergantung pada kecepatan, kecermatan dan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah digariskan, sehingga dapat mencapai sasaran kebijakan yang diharapkan. Implikasinya akan mencerminkan tinggi rendahnya  kualitas pelayanan publik yang diberikan  birokrasi pemerintah sebagai pihak yang  paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan  kebijakan yang telah digariskan tersebut.     

Pendapat di atas mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan public sangat tergantung kepada kecepatan, kecermatan dan kompetensi aparatur dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara empirik, tujuan kebijakan tersebut akan tercapai manakala aparatur memiliki konsen dan komitmen yang tinggi serta konsisten dalam menterjemahkan isi kebijakan tersebut, sehingga out put kebijakan yang intinya diarahkan pada pelayanan publik benar-benar dapat terwujud. Hal senada diungkapkan  oleh Nugroho ( 2004 : 156) yang mengemukakan bahwa: ”.....untuk mengetahui keberhasilan birokrasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan  dapat diukur atau dinilai dari kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat”. Pandangan ini dapat dimengerti karena birokrasi merupakan motor penggerak dalam menterjemahkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Peran birokrasi dalam menterjemahkan kebijakan tersebut, sebenarnya merupakan bagian dari akuntabilitas pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah, yakni memberikan pelayanan publik. Senada dengan argumentasi tersebut,  Abidin ( 2006 : 198)  menandaskan bahwa:
Dari segi akuntabilitas, pelaksanaan suatu kebijakan akan menunjukan besaran kinerja pemerintah secara kelembagaan, karena  dari sisi pelaksanaan kebijakan itulah tugas pemerintahan dalam konteks pelayanan publik akan terlihat.    

Dilihat dalam kebijakan disentralisasi, keberhasilan implementasi kebijakan publik yang dimanifestasikan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik,  tercermin dari pendapat Hoesein    (2001 : 2) yang menyatakan bahwa :
Telaah terhadap keberhasilan implementasi kebijakan desentralisasi termanifestasikan  dalam bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa urgensi pelaksanaan kebijakan desentralisasi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kondisi tersebut dapat dipahami, karena pemahaman desentralisasi  adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah (lokal). Konsekuensinya pemerintahan lokal memiliki banyak peluang untuk mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyatnya.  

Mengacu pada pandangan pakar di atas, dapat dilihat bahwa implikasi dari adanya kebijakan desentralisasi adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian implikasi terjadinya pelimpahan wewenang ini, memberikan peluang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap daerahnya yang ditujukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat.  
Sejalan dengan pandangan di atas, Utomo (2006 : 9) mengemukakan bahwa: ”Pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada pemerintah kecamatan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat”. Pendapat tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan kebijakan  pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat/pemerintah kecamatan esensinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah. Argumentasi semacam ini dapat dimengerti, karena melalui kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan semakin mendekatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Wasistiono dkk (2009 : 76) yang menandaskan bahwa : 
” Pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan akan memberikan manfaat, yakni dapat mempercepat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat”.  
   
Pemikiran di atas mencerminkan bahwa manfaat dilaksanakannya kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan disamping mempercepat pengambilan  keputusan yang diambil oleh pemerintah  juga dapat membantu berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat. Memperkuat pandangan di atas, Nugraha  (2006 : 167) mengemukakan bahwa : 
”Semangat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada pemerintah kecamatan, merupakan upaya serius dari pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggeser fungsi pelayanan dari dinas kepada pemerintah kecamatan diharapkan akan semakin memperpendek jarak layanan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan ”.

Mengacu pada berbagai   pandangan pakar di atas, penulis berpendapat bahwa  implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat secara teoritik memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Konsepsi pelayanan, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Kurniawan (2005 : 17) diterjemahkan sebagai berikut: “segala bentuk kegiatan  pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Senada dengan esensi konsep di atas, Zethaml  dan Farmer  dalam Pasolong (2007 : 133) mengemukakan bahwa untuk memahami esensi pelayanan ada tiga karakteristik utama yang harus diketahui, yaitu: Intangibility, Heterogenity dan Inseparability. Ketiga karateristik utama sebagaimana dilansir oleh Zethaml  dan Farmer tersebut sesungguhnya  diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang menerima layanan tersebut.     
Kotler dalam  Arif (2006 : 117) menterjemahkan  kualitas sebagai “keseluruhan ciri serta sifat  suatu produk  atau pelayanan yang berpengaruh  pada kemampuannya untuk memuaskan  kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat”.  Pengertian ini, mengisyaratkan bahwa istilah kualitas yang dimaksud  sesungguhnya sangat inheren dengan pelayanan prima yang berikan oleh penyedia layanan sehingga masyarakat yang dilayani merasa akan terpuaskan atas layanan yang diberikan. Sedangkan  terkait dengan pengertian kualitas jasa  dan layanan pelayanan, Zeithaml et.al (1990 : 5) mengemukakan bahwa : pelayanan yang berkualitas pada intinya adalah pelayanan yang sesuai dengan harapan atau melebihi harapan pelanggan.
Pengertian tersebut mengandung makna bahwa apabila jasa atau layanan yang diterima (perceived service) sesuai dengan harapan, maka kualitas jasa ataua layanan dipersepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya bila jasa atau layanan yang diterima lebih rendah  dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan akan dipersepsikan buruk. Untuk melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan jasa berkualitas atau tidak, dibutuhkan sejumlah parameter atau ukuran. Dalam konteks ini  Zeithaml et.al (1990: 19).  mengemukakan 5 (lima) dimensi pelayanan, yaitu : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy disingkat dengan TERRA.	 Uraian lengkap mengenai kelima dimensi kualitas pelayanan  menurut  Zeithaml et.al  (1990 : 19) dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.	Tangible yaitu kualitas pelayanan terlihat dari faktor yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang kelihatan dan terbukti langsung  tampak  seperti tampilan kantor (fasilitas fisik) yang terlihat mulai dari lokasi gedung, pekarangan, tempat parkir, kenyamanan ruangan pelayanan,  bahan komunikasi penyedia jasa, kelengkapan fasilitas yang disediakan, dan  petugas pelayanan serta alat-alat untuk menunjang pelaksanaan pelayanan.
1.	Reliability yaitu kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan terpercaya. Kemampuan untuk memenuhi janji sesuai dengan yang telah yang ditawarkan dapat diandalkan, dengan syarat layanan harus akurat dan konsisten, serta dijamin baik produknya maupun pelayanan petugasnya. Atau memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dengan segera, akurat, memuaskan serta tepat waktu.
1.	Responsiveness adalah kesanggupan  untuk membantu dengan keikhlasan untuk memberikan layanan atau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap konsumen yang diikuti dengan bertindak yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Responsiveness juga adanya keinginan para petugas pemberi layanan bahwa mereka senang untuk membantu dan mampu memberikan jasa yang cepat kepada para konsumennya.
1.	Assurance yaitu kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan dalam mendapatkan pelayanan  sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberian layanan. Bahwa petugas pemberi layanan adalah orang yang kompeten, dapat dipercaya  dan memiliki indentitas sebagai petugas pelayanan, dan sebagai petugas memiliki kemampuan untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan.
1.	Empathy adalah merasakan apa yang orang lain rasakan, mereka benar-benar memberikan perhatian yang besar dan khusus,  dan berusaha untuk mengerti dan memahami apa keinginan, kemauan dan kebutuhan pelanggan. Atau memiliki sikap yang tegas, tetapi penuh perhatian (atensi) terhadap pelanggan atau dapat merasakan seperti yang dirasakan pelanggan. Ada kepedulian dengan penuh perhatian secara individual terhadap pelanggan.

Berdasarkan pandangan dari  Zeithaml et.al (1990: 19) yang disebut dengan istilah TERRA tersebut,  kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan akan diukur. Melalui dimensi tersebut, diharapkan akan  tercermin seberapa tinggi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparat kecamatan  yang ada di Kabupaten Cianjur khususnya menyangkut Kewenangan Urusan Umum Pemerintahan, Urusan Perijinan, dan Urusan Keuangan dan Aset Daerah. 






























Kerangka  Pemikiran 

3. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran, sebagaimana di jelaskan di atas, maka dapat dirumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut:  ”Besarnya pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik pada  Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Cianjur, ditentukan oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi”

4.  Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dilihat dari tingkatan penelitian, penelitian ini bersifat verifikasi karena melakukan pengujian hipotesis. Sedangkan  metode penelitian yang digunakan adalah metode Explanatory Survey.  Pemilihan  metode ini didasarkan pada pendapat Singarimbun & Sofian Effendi (1995:2) yang mengatakan bahwa ”metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara variabel yang menjadi fokus penelitian”.   
Adapun unit analisis sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah seluruh stakeholders yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat di lingkungan Kabupaten Cianjur. Adapun stakeholders yang menjadi populasi dalam penelitian ini  adalah  aparatus pemerintah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya aparatus pemerintah di tingkat kecamatan. Adapun anggota populasi  dari unsur aparat pemerintah kecamatan ini sebanyak  495  orang anggota populasi yang tersebar di 32 kecamatan yang ada di lingkungan Kabupaten Cianjur. Mengingat jumlah anggota populasi yang akan dijadikan responden tersebut cukup  banyak jumlahnya, maka dalam hal penentuan sample peneliti menggunakan Simple Random Sampling. Berdasarkan teknik penarikan sampling di atas, maka diperoleh responden sebanyak  219  orang responden. 
Untuk mendapatkan data dilakukan teknik pengumpulan data yang meliputi (1) studi kepustakaan dan (2) studi lapangan yang terdiri dari quesioner, wawancara dan observasi. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel X  terhadap  variabel Y, baik secara parsila maupun simultan  digunakan analisis jalur (Path Analysis).

5.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
           Sesuai dengan fokus penelitian  yang menempatkan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat  sebagai variabel yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Cianjur, maka berdasarkan hasil perhitungan statistik, penulis kemudian dapat memberikan analisis  secara parsial berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan  pemerintahan oleh Bupati kepada Camat. Adapun faktor implementasi kebijakan yang akan dianalisis didasarkan pada pendapat Edwards III (1980 : 10) yang esensinya meliputi faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan faktor struktur birokrasi.
5.1 Komunikasi
             Hasil perhitungan statistik menggambarkan bahwa secara kuantitatif faktor   komunikasi telah memberikan pengaruh secara langsung terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur  sebesar 2,1 % dan pengaruh secara total sebesar 8,9%. Hasil uji tersebut mencerminkan bahwa kontribusi komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, menurut hasil uji statistik di atas, menempati urutan  keempat atau yang paling kecil dibandingkan dengan faktor lainnya. Namun demikian, kecilnya pengaruh  komunikasi  ini tidak ditafsirkan bahwa faktor komunikasi tidak memberikan dukungan  terhadap  kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan, tetapi pola komunikasi yang dilakukan oleh Bupati/Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan justru dipandang penting dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan. Kondisi empirik tersebut, kemudian berimplikasi pada kualitas pelayanan publik yang diberikan aparat kecamatan, khususnya menyangkut pelayanan kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan dan urusan keuangan dan aset daerah.

5.2  Sumber Daya
             Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa faktor sumber daya dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan telah memberikan pengaruh  terhadap kualitas pelayanan publik secara langsung sebesar 4,2 %, kemudian pengaruh secara total sebesar 15,2%. Hasil hitung tersebut, jika diklasifikasikan berdasarkan urutan pengaruh, maka  besarnya pengaruh faktor sumber daya ini menempati posisi kedua setelah faktor disposisi. Besarnya hasil hitung tersebut, dapat difahami  karena sumber daya manusia dalam konteks pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu kunci dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya manusia, mustahil suatu kebijakan dapat dilaksanakan, karena sumber daya manusia sesungguhnya juga merupakan motor penggerak dalam setiap aktivitas organisasi. Penguatan atas pandangan   tersebut ditegaskan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Sumartono (2008  :41) yang menandaskan bahwa ”sumber daya memiliki peranan yang sangat besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan”.  Hasil temuan tersebut juga mencerminkan bahwa sumber daya dalam konteks pelaksanaan kebijakan secara empirik telah memberikan kontribusi yang  signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Cianjur. Dengan perkataan lain, faktor sumber daya telah ikut menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dalam mempengaruhi kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur

5.3  Disposisi
	Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa  disposisi/sikap  dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan  khususnya menyangkut kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan, dan urusan keuangan serta aset daerah  telah memberikan pengaruh yang paling besar terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di lingkungan Kabupaten Cianjur. Adapun besarnya pengaruh yang dihasilkan, antara lain secara langsung sebesar 15,3 %, sedangkan pengaruh total sebesar 30,4 %. Hasil tersebut mencerminkan bahwa  disposisi atau sikap aparatus pelaksana kebijakan yang terdeteksi melalui pengangkatan birokrat pelaksana yang dilaksanakan  berdasarkan dedikasi dan loyalitas serta insentif yang memadai, secara empirik telah memberikan kontribusi yang signifikan  terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini juga mengandung  makna bahwa faktor disposisi atau sikap aparatus sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, khususnya dalam mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada  pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur. Besarnya pengaruh tersebut, dapat dimengerti karena sikap/disposisi sesungguhnya merupakan energi  yang dapat menggerakan aparat pada saat melaksanakan suatu kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Tachjan (2008 : 83) yang mengemukakan bahwa “sikap atau disposisi merupakan faktor budaya yang dimiliki oleh seorang birokrat yang diposisikan  sebagai energi sosial untuk menggerakan seorang implementor”. Hal tersebut juga mengandung makna bahwa sikap aparat mencerminkan komitmen dan perilaku dari seorang aparat dalam menterjemahkan suatu kebijakan. Dengan demikian keberhasilan suatu kebijakan sesungguhnya juga ditentukan oleh sikap aparat dalam menterjemahkan kebijakan yang bersangkutan. 

5.4 Struktur Birokrasi
	Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa  struktur birokrasi  dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan,  khususnya menyangkut kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan, dan urusan keuangan serta aset daerah  telah memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan secara langsung sebesar 4 %, sedangkan pengaruh secara total sebesar 15 %. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan struktur birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung  kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur. Bahkan kehadiran struktur birokrasi dianggap sebagai pedoman atau pemegang arah dari suatu kebijakan. Hal ini mengandung makna bahwa kehadiran struktur birokrasi akan mengarahkan aparat pelaksana dalam menterjemahkan kebijakan kebijakan yang bersangkutan.  
	Analisis di atas memberikan gambaran, bahwa  pengaruh  implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik, secara keseluruhan ditentukan oleh masing-masing faktor dari implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang berbunyi “besarnya pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat terhadap kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Cianjur, ditentukan oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dapat diterima secara empirik”. Diterimanya hipotesis tersebut, dibuktikan oleh hasil perhitungan statistik yang menunjukan  bahwa besarnya pengaruh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang diukur melalui faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap kualitas pelayanan publik secara bersama-sama (simultan) sebesar 69,6 % dan selebihnya, yakni 30,4 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil hitung tersebut mengandung makna bahwa  pelayanan yang berkualitas secara empirik sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. Kondisi tersebut sesungguhnya juga mencerminkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif. 
Berpijak  pada hasil penelitian di atas, maka dapat ditemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan  khususnya menyangkut kewenangan urusan umum pemerintahan, urusan perijinan dan urusan keuangan serta aset daerah dalam mempengaruhi dengan kualitas pelayanan publik pada pemerintah kecamatan di Kabupaten Cianjur, secara empirik tidak hanya ditentukan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi semata, tetapi juga ditentukan oleh  faktor kewenangan. Hasil temuan ini disamping memperkuat juga mengembangkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan disamping ditentukan oleh keempat faktor sebagaimana ditegaskan oleh  Edwards III (1980), juga ditentukan oleh   kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

6. Kesimpulan dan Saran
6.1	Kesimpulan




           Untuk pengembangan ilmu disarankan agar menggunakan konsep  kewenangan sebagai salah satu parameter untuk mengukur implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dalam mempengaruhi  kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menguji kembali hasil penelitian ini serta untuk mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dalam mempengaruhi kualitas pelayanan  publik.
6.2.2	Secara Praktis

1.	Pemerintah Kabupaten Cianjur disarankan untuk lebih memprioritaskan perhatian terhadap faktor disposisi atau sikap aparat. Adapun pilihan kebijakan yang dapat diambil adalah  melakukan pembinaan yang lebih intensif dan terintegratif terhadap aparatus yang terlibat dalam kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, khususnya aparatus pemerintah kecamatan dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang ada di lingkungan Kabupaten Cianjur.
2.	Pemerintah Kabupaten Cianjur juga perlu  memperhatikan aspek sumber daya aparatus sebagai salah satu komponen dari faktor  sumber daya. Adapun pilihan kebijakan yang dapat dilakukan untuk menterjemahkan perhatian tersebut adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatus, khususnya aparatus yang ada di lingkungan pemerintah kecamatan secara lebih intensif dan terpadu, sesuai dengan potensi dan beban kerja masing-masing aparat. 
3.	Untuk lebih mengefektifkan implementasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Cianjur disarankan pula  lebih memperhatikan faktor struktur birokrasi. Langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk menterjemahkan perhatian tersebut adalah melakukan penataan struktur birokrasi kecamatan yang didasarkan kepada potensi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat.   
4.	Walaupun secara formal dimensi komunikasi telah berjalan cukup baik, namun untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Cianjur  disarankan pula untuk lebih meningkatkan konsistensi perintah yang diberikan kepada pemerintah kecamatan.     






Agustino, Leo, 2006, Politik & Kebijakan Publik, Bandung :  AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit Unpad
Al-Rasyid, Harun, 1997, Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, Bandung: Pascasarjana-UNPAD

Alma, Buchari, 2007,  Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Bandung : Alfabeta 

Amos, Abraham, 2005, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Arief, Muhtosim, 2006, Pemasaran Jasa & Kualitas Pelayanan : Bagaimana Mengelola Kualitas Pelayanan Agar Memuaskan Pelanggan, Malang : Bayumedia Publishing

Cheema,G. Shabbir dan Dennis A. Rondinelli, (Ed), 1983, Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, California : Sage Publications, Inc. Beverly Hills 

Dawud, Joni, 2006, Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Bandung : Humaniora

Dwiyanto, Agus, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta : Gajahmada University Press 

Edwards III, George, 1980, Implementing Publik Policy, Washington DC : Congresional Quartely Press

Goggin, Malcolm L., and O.M. Bowman, James P. Lester and Lawrence J.O. Toole, 1990, Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation. Scoot,  Foresman and Company, Illionis  
Handi, Irawan, 2002, Prinsip Kepuasan Pelanggan, Jakarta : PT. Elex Media Kompetindo

Islamy, Irfan M, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bina Aksara 

Keban, Yeremias.T, 2004,  Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta : PT. Gava Media

Kurniawan, Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaruan

LAN RI, 2004, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,  Jakarta : CV. Raga Meulaba   

Lavelock, Cristoper, 1997, Service Marketing. Secon Edition. New York : Printice Hall

Litvack, Jennie and Jesicca Seddon, 1999, Decentralization, Briefing  Noefing Notes – Wolrd Bank Institute

Mahmudi, 2007, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : ANDI Offset

Mustopadidjaja, 2003, Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta : LAN  RI – Duta Pertiwi Foundation

Nugraha, 2006, Mekanisme Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah, Bandung : Humaniora

Nugroho, Riant, 2004, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Yogyakarta : PT. Elex Media Komputindo

-------------------, 2008, Public Policy, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Osborne, David and Ted Gaebler, 1996, Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, Terjemahan, Jakarta : PT. Binaman Presindo

Osborne, David and Plastrik, 2001, Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Terjemahan, Jakarta : PPM  
Ratminto dan  Winarsih,  Septi, Atik, 2005,  Manajemen Pelayanan : Pengembangan Model Konseptual , Penerapan, Citizen’s Charter dan Stándar  Pelayanan Minimal, Yogyakarta :  Pustaka Pelajar

Ripley, Randal B., and Franklin Grace A., 1986, Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorsey Press, Chicago, USA

Saefullah, A., Djadja, 2007, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik : Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia  Dalam Era Desentralisasi, Bandung:  LP3AN FISIP UNPAD

Sobandi, Baban, 2005, Penataan Kelembagaan dan Model Pengukuran Beban Kerja Organisasi, Bandung : Humaniora

Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI Bandung – PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD

Utomo, Tri Widodo, 2006, Pendelegasian Kewenangan Pemerintahan Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan, Bandung : Humaniora

Wahab, Solichin Abdul, 2001, Analisis Kebijaksanaan ; dari Formulasi ke Implementasi  Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara

Wasistiono, Sadu, Nurdin, Ismail dan Fahrurozi, 2009, Perkembangan Organisasi Kecamatan : Dari Masa Ke Masa, Bandung : Focus Media

Wicaksono, Kristian W., 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan, Yogyakarta : Graha Ilmu

Widodo, Joko, 2007, Membangun  Birokrasi Berbasis Kinerja, Malang :  Bayumedia

Winardi J., 1992, Motivasi dan Pemotivasian Dalam Manajemen, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka

Zeithaml, Valerie A.; Parasuraman A., and Barry Leonard L., 1990, Delivering Quality of Service : Balancing Customer Perception and Expectation. New York : The Free Press 

Keppres Nomor 5 tahun 2001, Tentang  Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Kepmendagri Nomor 158 tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, Jakarta : Sinar Grafika

Kinseng, Rilus.A, 2007, Kecamatan Di Era Otonomi Daerah : Status dan Wewenang Serta Konflik Sosial, Disertasi, Jakarta : Program Pascsarjana Universitas Indonesia

Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Surat Keputusan Bupati Cianjur, Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Oleh Bupati Kepada Camat 

Surat Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah : Jakarta : Grafindo Persada 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bandung: Fokus Media

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota) Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun 2008, Tentang Kecamatan, Jakarta : Sinar Grafika  



































KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANG
































^1	  Penulis adalah Dosen Fisip dan Magister Ilmu Administrasi Unpas
